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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Camat sebagai
kepala pemerintahan_.pada tingkat Kecamatan _dalam mengkoordinasikan
pemberdayaan-masyarakat terutama pembagian bansos pada Kecamatan Bina
Widya herdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 . Penelitian ini berangkat
dari beberapa tugas pokok:camat yang harus mereka.emban berdasarkan undang-
undang yang -mengatur mereka. Penulis mengambil metode deskriptif kualitatif
pada penelitian kali ini yang bersumber dari wawancara yang dituturkan langsung
oleh pihak-pihak yang peneliti jadikan narasumberbeserta dokumen dokumen
penunjang yang tentunya menambah referensi dalam penelitian kali ini. Penelitian
ini juga menggunakan Teori Yuridis Sosiologis yaitu teori yang menekankan
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan
jalan terjun langsung ke objeknya: Penelitian inijuga memiliki hasil bahwasanya
masih ditemukannya peran camat yang belum bisa dijalankan secara efisien karena
kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sekitar dalam upaya
meningkatkan pemberdayaan masyarakat, seperti- kurangnya minat partisipasi
masyarakat dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan yang
dilaksanakan Camat Kecamatan Bina Widya sehingga berdampak kurang
meratanya pemberdayaan seperti pembagian bantuan sosial untuk penunjang taraf

kehidupan masyarakat sekitar Kecamatan Bina Widya.

Kata Kunci : Camat Bina Widya, Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
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ABSTRACT
This study aims to determine the role of the head of sub-district as head
district level in coordinating

of government at the ommunity empowerment in

study whic ’ by the parties
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to support the standard of living of the community around the Bina Widya District.
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B. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran camat dalam

mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat

Bina Widya Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 23
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

an ayah, anak,
suami dan relasi dalam
berkelomp elz ara laki-laki ¢ puan, anak dan ibunya, yang

cukup luas U & ang lebih baik dalam melz an kehidupan yang

akan datang. Se denga NNy adi. reformasi dalam

kehidupan S 3 elah di  gambarkanka wartawan dan para
budayawan e n hadirnya dua
perkembangan y 'e ru dalam kehidupan
sehari-hari yang sang persoaalan yang ada dan

Sadjinono mengemukakan pemerintahan menjadi 2 yaitu pemerintahan
dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas disebut regering atau
Government. Pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan

petugas yang mendapatkan wewenang untuk mencapai tujuan negara. Arti

1 Mochtar Lubis, Manusia Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013).
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pemerintah dalam arti luas disini seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif
atau alat-alat negara yang bertugas atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam

arti sempit yaitu mencakup organisasi yang menjalankan fungsi tugas dari

yang aktif
bersama masyar nana peran pe a m’ an akal kreatif
dalam men
dan praktif ae tif J : at mel . ublik sehingga
dapat menciptaka a  Keterhub " 3 asyarakat dengan
pemerintaha ; i 5a S r ﬂ a satu sama lain,
maka pem

bermusyawara f untuk kemajuan

Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

memberikan pelayanan, peningkatan peranserta prakarsa dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtraan rakyat. Pemberian

2 Sadjinono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi (Yogyakarta: Laksbang
Pressindo, 2008).



otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat. pemerintah daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung

jawab yang lebih.besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Undang-undang dianggap sesuai sumber hukum administrasi negara yang
tentunya penting, dan juga'undang-undang mempumnyai,peraturan tertulis memiliki
kelemahan. Menurut Bagir Manan, dalam ketentuan tertulis ataupun hukum tertulis,
bahwa peraturan perundang-undangan memiliki jangkauan yang terbatas, dari
unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga hukum administrasi negara
mendapatkan andil dalam melakukan pembentukan seakan lebih- mudah dan praktis
sekali bila dibandingkan pada perubahan masyarakat yang semakin cepat. Undang-
undang tentunya tidak akan mampu dan tidak mungkin® memegang semua

persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Administrasi Negara.®

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Kewenangan yang
dilimpahkan bupati/wali kota-kepada camat misalnya kebersihan di Kecamatan
tertentu, pemadam kebakaran di Kecamatan tertentu dan pemberian izin mendirikan
bangunan untuk luasan tertentu. Oleh karena itu, Camat sebagai penyelenggara
pemerintahan di tingkat kecamatan memilki tugas untuk memimpin pemerintahan,
melaksanakan usaha pembangunan, dan membina masyarakat. Dalam menjalankan

tugas-tugasnya camat dibantu sekretaris kecamatan (sekcam) dan seksi-seksi.

3 Dr. Sahya Anggraini M. Si, Hukum Administrasi Negara (Jawa Barat: Cv. Pustaka Setia, 2018).



Seksi-seksi yang ada dikecamatan meliputi seksi pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah dan
wakil Pemerintah Pusat seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok Pokok Pemerintahan di‘Daerah; ‘status kecamatan kini merupakan

perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan badan”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Camat adalah kepala
wilayah dan wakil Pemerintah Pusat yang mempunyai kewenangan yang berbeda
dengan pengaturan yang sekarang ini. Hal ini bermakna, bahwa secara hukum
camat mengalami perubahan status dan kewenangan dari kepala wilayah dan wakil
Pemerintah Pusat menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, yang setara dengan
dinas dan badan.-Perubahan status Camat,dari-kepala wilayah. menjadi perangkat
daerah membawa perubahan juga terhadap hubungan Camat dengan Kepala Desa.
Saat ini secara struktural setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat tidak lagi sebagai atasan, dan sebaliknya
Kepala Desa juga bukan sebagal bawahan Camat. Camat merupakan mitra kerja
Kepala Desa, dimana hubungan antara Camat dan Kepala Desa merupakan

hubungan koordinatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Kewenangan yang
dilimpahkan bupati/wali kota kepada camat misalnya, kesejahteraan sosial

masyarakatnya, kebersihan di Kecamatan tertentu, pemadam kebakaran di



Kecamatan tertentu dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.
Salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat adalah
mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam
Wilayah Kecamatan, yang meliputi : partisipasi masyarakat dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
sinkronisasi program kerja dan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
olenh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan, efektivitas kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan pelaporan pelaksanaan tugas

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.*

Sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki, bahwa kecamatan adalah selaku
pembina dari penyelenggaraan_Pemerintahan Kelurahan. Penyelenggaraan yang
bertujuan terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pelaksanaan
tata pemerintahan yang baik (good-governance)-tidak akan terlepas dari bagaimana
Pemerintahan Kecamatan dapat mengkoordinir serta membina dan menjalankan
tugas pokok dan fungsinya dengan - baik. Dalam pelaksanaan program
pemberdayaan dimasyarakat harus secara objektif dan mengakomodir setiap
kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan suatu pemberdayaan
yang dapat diterima oleh semua pihak. Maka dari itu dilakukan partisipasi aktif
yang dilakukan akan berdampak baik untuk pelaksaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat, Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan maka akan

4“PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan” (2018).



menghambat proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bahkan tidak jarang

akan mengakibatkan kegagalan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan
Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu wujud untuk meningkatkan
pelayanan prima. SDM pemerintah kecamatan menjadi sangat penting dan menjadi
kunci keberhasilan  dalam™‘penyelenggaraan” /kegiatan keeamatan. Dalam
mengemban tugas dan fungsinya diharapkan dengan ketersediaan SDM yang
memadai maka tujuan yang diingikan akan tercapai. Oleh karena itu, kecamatan
harus mampu mengembangkan suatu hubungan yang baik dengan menerapkan
suatu komunikasi yang efektif dengan perangkat daerah yang lainnya agar
penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam Undang-
Undang Nomer 23 Tahun 2014 pasal 225 Ayat (1) disebutkan bahwa camat

memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu peran camat di Kecamatan BinaWidya yang
belum tercapai sesuai dengan keinginan masyarakatnya adalah pemberdayaan
dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat..Salah satu program kesejahteraan
sosial masyarakat yang tidak terlaksana dengan baik adalah pembagian dana
bansos(batuan sosial) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pembagian dana
bantuan sosial (Bansos) yang tidak merata kepada masyarakatnya membuat
pemberdayaan di bidang kesejahteraan sosial masyarakatnya jadi kurang baik,
karena dalam pendataan dan pembagian dana bantuan sosial(Bansos) di Kecamatan
BinaWidya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bisa dilihat pada table dibawah

ini:
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KOTA PEKANBARU MENU

TAHUN 2014”.

Tabel 1.1

NDANG-UNDANG NOMOR 23



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

B. Masalah Pokok

camat dalam
antor Camat

pomor 23 Tahun

a. Untuk mengeta bagaimana peran camat dalam
mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Untuk Mengetahui faktor penghambat apa saja yang

mempengaruhi ~ camat  dalam  mengkoordinasikan
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pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014.

.
Adap

yang berada di

lentang bagaimana

&
r
&
’
fed
“
o
o 4
7
g
[

\
D
o
QD
Q
=
c
<
]
o
®
=

.
e
Z
)
3
Q
N
w
_|
®
=
c
=



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

harinya. Set
penyelesaial
peristiwa h
didalam ma
mengikat, dipe : m cedamaia ote an serta ketertiban

masyarakat.®

Kepala wilayah. Pembentukan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,
Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan

5 Umi Muslikhah, Problematika Hukum Indonesia Teori Dan Praktik, Jilid 1. (Rajawali Pers, 2018).

10
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sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada

perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan

kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

agai pemimpin,
memiliki tuga s i 3 bangunan dan

sesuai dengan

melalui sekretaris Daerah:.
b) Bupati/Wali Kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang
menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6 Steren O Masengi, “KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI
KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN,” Jurnal llmu Pemerintahan
Fakultas llmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Vol 1 No.1 (2018).

11
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c) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

pasal 22

a) Camatse ana, dimaksu am Pas / empunyai tugas:

m sebagaimana

ketertiban umum;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

12
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g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

akan oleh unit kerja

"ﬂ‘ en/kota yang ""'h
Bl LSS '%

'

an; dan

peraturan

e
&
P
&g
N

. Perizinan;

b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;

g. Penetapan;

13
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h. Penyelenggaraan; dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Bupati/Wali

yang menjadi

b) Peli n Bl Nali K ana dimaksud pada

Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Wali Kota kepada Camat
misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan
pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan
akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No. 23
Tahun 2014 yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang

dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b

14
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sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD

kabupaten/kota.

B. Koordinasi Cama

sederajat (e ank d ' : { ot subordinate)
untuk saling me nasi dan men akati) hal tertentu.

Secara rmati dinasi  diartikan untuk

mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan
demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada
keseluruhan hasil. Sedangkan menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan

diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam

7 Taliziduhu Ndraha, Kybernology (lImu Pemerintahan), Jilid 1-2. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
8 Inu Kencana Syafie, Manajemen Pemerintahan (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011).

15
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pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling
membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan

sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun

efisien). inasi dimaksudkan sebagai usaha me egiatankegiatan

dari sat - erj i o organisasi bergerak

unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada
dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah
yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak

terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain

keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

° Hasibuan Melayu, Manajemen Dasar,Pengertian,Dan Masalah (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

16
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2. Bentuk koordinasi

Menurut Inu Kencanal®:

a. Koordinasi Horizontal

grjasama secara
jat lebih tinggi

1 lebih rendah.

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara
harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki
kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para
kepala bagian hubungan masyarakat.

3. Ciri-ciri Koordinasi

10 Syafie, Manajemen Pemerintahan.

17



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Menurut Handayaningrat, menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah

sebagai berikut!?:

a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu

e

i\\%.

i disebabkan

erselenggaranya

inues process).

dalam rangka
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e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini
berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-

tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh

11 Soewarno Handayaningrat, Pengantar llmu Administrasi Dan Manajemen (Jakarta: Gunung
Agung, 1989).
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adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka

bekerjasama.

ang merupakan

e

tanggung

A g0

rdinasi adalah

embinaan kerja,

lain koordinasi

rangka pencapa juan organisasi dengan menghindari
seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama
komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal

mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.

2 1bid.

19
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c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan
yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi)

yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari

““

an hidup suatu

an oleh kualitas

&
r
o
’
)
[l
’
v
/
¢

%

keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar
dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyembabkan
penambahan beban kerja, penambahan fungsi- fungsi yang
harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di

koordinasikan.

20
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi

adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang

terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan

pihak yang bersangkutan.
c) Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling
responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen

dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit

13 Syafie, Manajemen Pemerintahan.
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kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang

lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

elakukan koordinasi seorang. pemimpin dapat melakukan

ap ) %ll ordi i yaitu'*:
‘*“n m‘ dinasi yaitu

S Wl )

S

J)  membuat kode

cara-cara melakukan koordinasi seperti tersebut di atasa, dalam

penerapannya tentu harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis aktifitas dari

14 Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi (Yogyakarta: Gajhamada University Press, 1993).
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C. Konsep Pembe

suatu organisasi. Sehingga bagi organisasi publik seperti kecamatan, cara

koordinasi yang biasa dilakukan adalah melalui :

“‘
=
e
v
’
o
’
’
’
¢

W
Q“
e

A. Pengertian Pembe

Secara konseptual pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata
‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.
Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat

orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan

23
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minat mereka. llmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan

berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan

bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah.

genai konsep
as, pemberdayaan
akses terhadap
 itu, agar dapat
aan maka perlu

iliki komitmen

Qq‘

1995 mengemukakan

\\‘5"'

berdayaan mengacu pada kata
“empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi “power” (kuasa),
kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.” Payne, menjelaskan bahwa:
“Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien

mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan

15 Bhanu Prawirasworo, Yuniningsih, and Maesaroh, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan Mangunharjo Melalui Program Pnpm Mandiri,” Universitas Diponegoro 2, no. 3 (2013):
1-10.
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dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien

tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan

tindakan.6

apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”?’.

Sumardjo menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

Mampu memahami diri dan potensinya, Mampu merencanakan

16 payne, Modernsocial Work Theory, 1997.
17 Pranaka dan Vidyandika, Pemberdayaan (Empowerment) (Jakarta: Centreof Strategic and
International Studies (CSIS), 1996).

25



(mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), Mampu mengarahkan dirinya
sendiri, Memiliki kekuatan untuk berunding, Memiliki bargaining power

yang memadai dalam melakukan kerjasama, yang saling menguntungkan,

iy disay yejepe il udwnyo(]
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berdaya atau memiliki daya atan atau kemampuan. Kekuatan yang
dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi,

kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama

18 Sumardjo, Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian
Petani. Kasus Di Provinsi Jawa Barat (Desertasi) (Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian
Bogor, 1999).

19 M Slamet, Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Bentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan
(Bogor: IPB Press, 2003).

26



dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. 2°Terkait dengan tujuan
pemberdayaan, Sulistiyani, menjelaskan bahwa: “Tujuan yang ingin dicapai
dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan
masyarakat menjadi mandiri, Kemandirian tersebut-meliputi kemandirian
berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.
Kemandirian masyarakat: merupakan, suatu kondisi yang dialami oleh
masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan
serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan
masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang
dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kogpnitif,
konatif psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat
fisik/material.” Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan
berpikir yang dilandasi_oleh pengetahuanidan wawasan seseorang dalam
rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif
merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan
pada perilaku'yang sensitive terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.
Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu
yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam
sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan
keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung

masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.?

20 Jamasy o, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan (Jakarta Selatan: Blantika, 2004).
21 Sulistiyani A.T, Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan (Yogyakarta: Gaya Media, 2004).
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E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul

mendapatkan daya, kekuatan'd ampuan untuk mengambil keputusan
dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien

tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan

22 Masengi, “KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI
KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN.”

23 Reseal Akay, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, “Jurnal Governance,” Disiplin
Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala 1, no. 1
(2021): 1-8.
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tindakan.?* Pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan dalam

bidang kesejahteraan sosial masyarakatnya yang dilakukan agar kehidupan

masyarakatnya dapat terpenuhi dengan baik.

Penelitian ini dilaku atan Yuridis Sosiologis. Pendekatan
Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan
memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun

langsung ke objeknya.?® Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian

24 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2011).

25 Dannerius Sinaga, Sosiologi Dan Antropologi (Klaten: PT. Intan Pariwara, 1988).

26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,
2005).
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hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian
dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat,

meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin

bertempat di

is melakukan

umum. Dari beberapa populasi dapat diambil sejumlah data yang
diambil untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti. Menurut

Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

27 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
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objek/subjek yang memiliki karateristik tertentu yang ditetaokan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.?

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014).
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Tabel 1.11

Populasi dan Sampel
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data primer, data sekunder, dan data tertier.

a. Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari
responden berdasarkan wawancara dan observasi. Yaitu
mencakup antara lain wawancara terhadap pegawai di
Kantor Camat BinaWidya Kota Pekanbaru dan pemberian

kuisioner terhadap 20 KK penerima bantuan sosial (Bansos).
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b. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan untuk mendukung
penelitian berupa penelitian kepustakaan (Library research)

guna untuk mendapatkan teori dan pendapat lain oleh para

u literature secara

SVt '9‘

‘\\\\\"\\

peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka
kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuisioner)
harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan

masalah yang dibahas.
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3. Analisis Data

Analisa penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai

berikut : Setelah datasterkumpul kemudian data .ini dibuatnya dengan cara

ahlinya ata

4. Metode
Kesimg g a ik erupakan ditariknya
kesimpulan dari s al yang sifatnya adalal 1da ketentuan hukum

yang bers

antor Camat Bina Widya Kota

G &

Dalam Meng

Pekanbaru
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

1. Pengertian.Peme ahan Daerah

)
: Qﬁ“ .@ ndang Nomor

dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. 2°
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah

kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai

2% Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya
(Malang: Sinar Grafika, 2017).
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pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan

pemerintahannya. Pemerintah dearah menjalankan otonomi yang

t tentunya harus

negara. Dalam
lokal mempunyai
wewenang  untuk
tangga  sendiri  atas
kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu
oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan
dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah

untuk  turut  serta  (made)  melaksanakan  peraturan

30 Daan Suganda, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan Di Daerah (Bandung:
Sinar Baru, 1992).

31 Rianto D Nugroho, Otonomi Daerah (Desentalisasi Tanpa Revolusi) (Jakarta: Elek media
Komputindo Kelompok Gramedia, 2000).
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perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah

lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat diatasnya.

- overnment _a lokal administratif
‘ ‘“‘m‘ \ )0 .0@ -
‘L

memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang
berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai
berikut:

a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada

di pemerintah pusat.
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b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan

pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.

c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan

yang diberikan

lichaam) seperti

kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk,
biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
b. Desentralisasi  Fungsional (termasuk juga yang menurut

dinas/kepentingan), vyaitu desentralisasi kewenangan untuk

32 [rawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Jakarta: Rineka Cipta,
1990).
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menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ

atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.

c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi

Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.33
c) Tugas Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi

33 pradana Anugrah dan Moenta Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah
(Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
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menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam

terhadap hak-
pemerintahan
kekuasaan
sering

dan perumusan

| VV‘
|Wae |
Urusan Pemeri adalah urusan permerintahan yang
termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah

wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan

ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar

34 Suparto Suparto and Umi Muslikhah, “Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui
Mekanisme Electoral System Oleh Mantan Narapidana,” Jurnal Selat 7, no. 2 (2020): 239-256.
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tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural.

Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi

masyarakat.

a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.

b. Koodinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian
masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi,

undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.

41



c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat
dalam berbangsa.

d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia

Bhinneka
~
o)
-
S g suku, ras,
Z
-
B O
x =
= =
& =
- kepala daerah
E- : u direncanakan
g g turan daerah ini
3 E
2 M m mendapatkan
S =
@ = ebut, pemerintah
e
:T - .Pendapatan dan Belanja
E . berasal dari pemerintah
E pemerintah negara lain secara
=

government to government. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari
lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat

menerbitkan obligasi.®®

35> Pradana Anugrah dan Moenta Pangerang, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.
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2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni autos

berbagai macam definisi tersebut antara lain:*’
a. Benyamin Hosein mengartikan bahwa otonomi daerah adalah
pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional

suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.

36 Ni’'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusa Media, 2009).
37 1bid.
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b. Ateng Syaifudin mengartikan otonomi daerah mempunyai makna
kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan

kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas

at dan pemerintah

enyelenggaraan

sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga
daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas
cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Ketiga,
sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-
hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang akan membatasi

ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip,
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semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga
daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.®® Adapun yang

dimaksud dengan otonomi nyata adalah kekuasaan daerah untuk

ntingan daerah

pembangunan

upayanya denga ayanan di berbagai bidang

i\ LIS\
kebutuhan masyarakat. arakatan mempunyai maksud untuk
meningkatkan pasrtisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat di
daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada pemberian pemerintahan

pusat. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara melakukan

pemberdayaan (empowerement) pada masyarakat. Aspek ekonomi

38 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Ull, 2005).
39 Suparto, Negara Hukum, Demokrasi Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, ed. Wira Atma
Hajri (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2019).
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pembangunan mempunyai maksud untuk melancarkan pelaksanaan

program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.*°

e. Meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang
lebih terjangkau dan lebih rendah dari harga di pasaran, sehingga
tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan

langsung kepada pemerintah daerah.

40 Sinyo Harry Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1999).
41 1bid.
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Otonomi bukan merupakan suatu proses pemerdekaan daerah yang
dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), otonomi juga tidak
dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu
daerah (absolute onafhankelijiksheid).karena otonomi adalah suatu proses
untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang
sesuai .dengan potensi-daerah: mereka, masing-masing: Otonomi harus
memiliki makna Sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala bentuk potensi
lokal, baik dari alam, lingkungan maupun kebudayaan. Optimalisasi tidak
dapat disamakan artinya dengan eksploitasi, melainkan sebuah proses yang
memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri, dan mengubah kehidupan
masyarakat daerah menjadi lebih baik.*?

Pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk menciptakan
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan percepatan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam batas tertentu
pemerintah  provinsi, kabupaten/kota menginginkan sesuatu dalam
mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan,
menyelenggarakan “kepentingan dan- mengatasi permasalahan publik
masyarakat, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.*®

Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan
terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan

urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan

42 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2008).
43 |bid.
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pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan

yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah

sangat besar pada pemerintah pusat dalam banyak hal.
b. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi
yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh

karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan tentang perimbangan

44 Ali Marwan Hsb, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2019): 1-8.

48



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pertimbangan ini diperlukan agar pengurusan kekayaan dan

keuangan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah pusat.

tersebut antara lain :
a. Faktor Manusia
Manusia adalah subjek penggerak dalam penyelenggaraan
otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik dalam arti moral,

kualitas, serta kapasitasnya karena faktor manusia mencakup unsur

45 Huda, Hukum Pemerintahan Daerah.
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pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala daerah dan DPRD,

aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan

lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan

aranya aktivitas

cukup dari segi

Dituangkan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, citacita
nasional kita adalah kesejahteraan sosial. Dengan otonomi Yyang
bertanggung jawab, hal tersebut dipercaya mampu diwujudkan oleh

masyarakat Indonesia.

4 D Nugroho, Otonomi Daerah (Desentalisasi Tanpa Revolusi).
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B. Tinjauan Umum Tentang Camat

1. Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

nyelenggaraan

iri urusan atau

g

o
g
i
m

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

b) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan
Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah

c) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan
yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan

DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota
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disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

aha a kecamatan, Camat

““‘r‘“ .OQ. ordinasikan

b. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Sedangkan persyaratan administratif meliputi:
a. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum

komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk; dan
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b. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum

komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang

akan dibentuk.

gan Peraturan
an, Camat juga
)ati yang mana
kegiatan Desa.

ankan tugasnya

secara legalistik diatur
dengan Peraturan erintal epagai perangkat daerah, Camat
mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan
masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan

tugas-tugas umum pemerintahan.

47 Kansil C. ST, Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
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2. Tugas dan Fungsi Camat

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut :

dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan
oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di

Kecamatan; dan
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i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan  umum

yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan
masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

c) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota

berpedoman pada peraturan pemerintah.

48 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2014).
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3. Peran Camat

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai

arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki

i bawah
Peraturan
N, menyebutkan
penyelenggaraan

pelaksanaan tugas

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan demikian maka secara sederhana menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan, peran camat dapat
didefinisikan sebagai : “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran
untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di
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wilayah kecamatan. Pedoman tersebut di atas hendaknya dapat dipakai oleh
seorang camat sebagai manajer puncak di organisasi kecamatan, karena

peranan camat sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja perangkat

-

melaksanakan aksanakan tugas yang

D
didelegasikan oleh bupa “

a) Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Camat dalam menjalankan
tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, kapala

seksi, kepala sub bagian dan staf.
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b) Sekretaris Kecamatan
Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan

rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan

e) Seksi Kesejahteraan Sosia
Seksi  kesejahteraan  sosial  mempunyai  tugas  untuk
mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan

pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat.
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C. Peranan Camat Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di

Berbagai Daerah

1. Irnawati tidore melakukan penelitian yang berjudul kordinasi

instansi yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat
diwilayah kerja kecamatan dan ketiga melakukan evaluasi terhadap
berbegai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
unit kerja atau instansi pemerintah ataupu swasta. Berdasarkan hasil

penelitian di kecamatan Tobelo Utara.
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2. Gerald Hard Lantemona, Michael Mantiri, Ventje Kasenda
melakukan penelitian yang berjudul Fungsi Koordinasi Camat

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan

kordinasi
enting dalam
Masyarakat

i dalam suatu

Penulis memiliki “kesimpulan Camat dalam melaksanakan
Koordinasi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pemberdayaan harus mengupayakan dan
memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam masyrakat
sehingga bantuan yang di salurkan memenuhi targer yang telah

ditentuka.
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Camat dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan
tugasnya dalam upaya koordinasi dalam kegiatan pemeberdayaan

masyarakat yang ada di Desa tergantung juga dari koordinasi camat

mengkoordinasikan pemberda asyarakatnya dari segi kesejahteraan
sosial, perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan
pengawasan terhadap masyarakat yang berada di dalam ruang kecamatan

tersebut.

Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis yang saat ini teliti lebih

mengkhususkan satu fokus yaitu tentang peran camat dalam melakukan
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pemberdayaan masyarakatnya dibidang kesejahteraan sosial masyarakat
nya yaitu tentang peran camat dalam menanggulangi permasalahan

pembagian dana bantuan sosial (bansos) yang tidak merata terhadap

. Sebelumnya
dya merupakan
0050’ Lintang
ini terdiri dari
Bina Widya,

elurahan Simpang

adalah 7 km2 dengan Jumlah 5 Kelurahan Yaitu Kelurahan Simpang Baru,
Kelurahan Delima, Kelurahan Binawidya, Kelurahan Sungai Sibam, dan
Kelurahan Tobek Godang. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru
mengeluarkan Perda No 2 Tahun 2020 Batas wilayah Kecamatan Binawidya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah Sebelah Utara Kecamatan

Payung Sekaki, Sebelah Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Sebelah Barat Tk
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dengan Kabupaten Kampar, Sebelah Selatan Kecamatan Tuahmadani. Dengan
meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan

penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan

mengenai data

Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2020 di
Kecamatan Binawidya terdapat 50 tempat ibadah, baik itu masjid,
surau/mushalla, gereja, dan vihara/kelenteng.

c) Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah,
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murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai
derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Kecamatan Binawidya juga memiliki beberapa potensi untuk memajukan

kehidupan ' ar eperti  pertanian dan

““‘m“ .QO atu unsur
peni ' w ah adalar ‘ ian daerah

terseb ang n nac B 1 “1 konomian di

Kecamatar
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pelayanan
sistem pe
strategis da
pemerintaha
aupun luar negeri,

yang menonjol

A T A

& 2
2 B
5 5
—_ <
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g 2
a =
S il
|

berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai

kepalanya;
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c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.*°

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak
memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum
pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnyatugas-tugasatributif dalam bidang
koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah
kecamatan, penyelenggaraan. ketenteraman, dan ketertiban, penegakan peraturan
perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan
oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah
kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi
pemerintahan -lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi
pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik
dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku
sebagai hukum positif. Pada masa Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1974 dikenal
pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau
disebut juga daerah otonomyang.dibentuk.berdasarkan asas desentralisasi terdiri
dari Daerah Otonom Tingkat | dan Daerah Otonom Tingkat Il. Selain itu ada pula
pembagian wilayah administratif atau juga disebut wilayah yang dibentuk
berdasarkan asas dekonsentrasi. Menurut Musanef Camat mempunyai kedudukan

dan tugas:

4 Musanef, Sistem Pemerintahan Di Indonesia (Jakarta: PT Gunung Agung, 2000).
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a. Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota yang

dinyatakan bahw oka : S s sekretariat daerah,
sekretariat X ina . 03 ecamatan, dan

kelurahan” Pas ebut n an adany penting yaitu:

ayah administrasi pemerintahan dan
dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma
baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat

bekerja.

0 1bid.
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c. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan
lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat

bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator

Gubernur sebagai  wakil

Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai

pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan

51 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”
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pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan

publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, makaspendelegasian kewenangan
bupati/walikota kepada camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan
adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Walikota untuk
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan/dan pelayanan publik. Tidak
mungkin Bupati/Walikota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan
sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-

programnya.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak
pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter
yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan
instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru
lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan
pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan

lembaga dinas daerah ataupun.lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti
yang dinyatakan dalam Pasal 209 ayat (2) bahwa: “Kecamatan dipimpin oleh Camat
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang
Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Ini
berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan

yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota.
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Lebih lanjut Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, memuat beberapa

pertimbangan bahwa: “Dalam rangka merespon dinamika perkembangan

penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik,

pelayanal

mengopti

memberika

Bupati/Wal
Perbandinga

Perangkat Dz

pemerintahan”. sebagai perangkat Daerah

b. Camat menrima pelimpahan atau Kota.

sebagai wewenan
g J b. Camat menerima pelimpahan

Bupati/Kota dalam bidang sebagai wewenang Bupati/

Desentralisasi. . .
Walikota untuk menangani

52 permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kinerja Camat, 2010.
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C. Kewenangan yang dijalankan
camat hanya bersifat delegasi

dari Bupati/Kota.

sebagai urusan otonomi daerah
(kewenangan delegatif).

c. Camat juga melaksanakan

mum pemerintahan

mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu

ataupun karena tidak mau tahu, Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui

secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya.>

53 Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
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Sebagai intitusi publik, keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secara

optimal untuk melayani masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkan

untuk membayar gaji PNS dan membiayai fasilitas kantor namun tidak memberi

perundangundangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
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g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau

kelurahan.

PP Nomor 17 Tahun 2018 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan
wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman
untuk kewenangan yang, bersifat delegatif. Untuk'kewenangan delegatif disusun
berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efesiensi. Ketentuan lebih. lanjut mengenai
pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan peraturan Bupati/\Walikota.
Selain itu, dipaparkan pula tugas pokok dan fungsi camat dalam Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru'Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Berikut hasil

wawancara dengan Seksi Kesejahteraan Sosial mengenai peran Camat:

“Mengenai peran kami sebagai pegawai Kecamatan dalam semua tugas dan
fungsi yang lainnya di kecamatan. kami selaku pemerintah kecamatan
Binawidya harus bisa menjalankan tugas itu dengan baik dan penuh dengan

tanggung jawab dan program yang ada agar selalu berjalan dengan baik™.

Pemberdayaan Masyarakat.adalah sebagat upaya berencana yang dirancang
untukmerubah atau melakukan pembaruan pada suatu komonitas atau masyarakat
dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada
pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat dengan demikian mereka
diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menetukan masa
depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga non goverment

organization hanya mengambil posisi partisipan, stimulan dan motivator. Tujuan
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yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk
individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi
kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.
Kemandirian masyarakat merupakan suatu kendisi yang dialami oleh masyarakat
yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan
sesuatu yang dipandang tepat demi mencapaiipemecahan masalah yang dihadapi

dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Dari hasil penelitian penulis dapat di simpulkan bahwa terkait dengan fungsi
dan peran Camat terhadap jalannya pemerintahan kecamatan yang di laksanakan
pemerintah kecamatan di kecamatan bina widya dalam bidang pengkoordinasiaan
masyarakat yang lain sudah cukup baik. Tetapi, dalam pembagian dana bantuan
sosial kepada masyarakat masih belum baik, karena pembagian dana tersebut tidak
sesuai dengan data masyarakat-yang terdaftar-utik menerimanya, dan pemerintah
kecamatan pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang telah di atur. Hal tersebut di buktikan, dengan berjalannya semua

program Kinerja dari kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

B. Faktor penghambat yang ~mempengaruhi peran camat dalam
mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat Bina
Widya Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1. Partisipasi Masyarakat

Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil

perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah
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kecamatan dengan rencana pembangunan dan pemberdayan masyarakat dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat

menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah

té\‘..‘

AN

Do
v
.

-

an

P
<>

nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang
dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai

keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan
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kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung

masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.>*

=
c
O
c
>
(@)
[<})
=]

v e

pemberdaya arakat. ki pera ) agai kepala wilayah,
camat tetap harus aha untuk me dinas ayadan upaya dalam

menjalanka

sosial itu belum sampai kepada penerima yang seharusnya berhak menerima

bantuan tersebut, dan yang menjadi permasalahan telah terjawab. Pembagian
tersebut juga mungkin terhambat karena faktor partisipasi masyarakatnya kurang

dalam melakukan musyawarah dan pertemuan yang di adakan oleh kecamatan.

54 Muhammad Taufik Makarso dan Sarman, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Jakarta:
Rineka Cipta, 2012).
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3. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan

pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang pe

Pengarahs a 0 ar an  pemberdayaan
masyarakat ada g Camat dalam

kapasitasnya masyrarakatnya.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan
pengarahan, Camat Bina Widya telah mulakukannya dengan cukup baik, hal ini

diungkapan oleh salah satu Seksi Kesejahteraan Sosial yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku bagian kesejahteraan sosial memang mempunyai tugas yang

telah diberikan kepada saya kepada masyarakat, nah dalam melakukan

5> Andi Muhammad Ade F, “Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” 6 (2016): 89-100.
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pemberdayaan bagi masyarakat Camat selalu memberikan arahan-arahan kepada

bawahannya sesuai apa yang telah direncanakan dan sepakati sebelumnya”.

esinambungan
dan mampu
dan terarah.
elakukan dan
hal-hal yang

tidak pernah

sebagian urusan

otonomi dae erizi endasi, koordinasi,

ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria
pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul
sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dalam melakukan
tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, Camat Bina Widya sudah

mulakukannya, hal ini yang diungkapan oleh bagian Seksi Kesejahteraan Sosial.
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“kami sebagai perangkat kecamatan telah melakukan pembinaan yang baik
untuk masyarakatnya, camat telah memberi arahan kepada kami untuk melakukan

pemberdayaan yang baik untuk masyarakatnya, agar selalu mendapat pembinaan

kegiatan yang d 3 ne rinta ah berjalan sesuai
dengan rencan g : - : 0 yang berlaku.
Pengawasa : : raal nerinta sanakan oleh

Pemerintah

yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan
pada tempatnya. Pengarahan, Pengawasan dan pembinaan Camat yang tergolong
sedang ini senada dengan yang disampaikan oleh bagian Seksi Kesejahteraan Sosial

kecamatan Bina Widya yang mengatakan:

“Walaupun tim kami mengadakan laporan kegiatan setiap bulan ke

kecamatan, tidak berarti Camat menerima laporan kami begitu saja. Beliau juga
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sering melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan pemberdayaan yang kami

fasilitasi. Pembinaan pun tidak dilakukan sebatas pada musrenbang kecamatan,

tetapi berkanjut hingga kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan mencapai hasil

pembangun
tugas poko

Peraturan Pe ta 2 > aluasi. Dengan

lah yang menjadi salah satu tahapan tupoksi guna melihat seberapa besar

pencapaian hasil yang telah diperoleh selain itu apa yang menjadi hambatan dan
tantangan dapat ditelusuri sambil mencari jalan keluar agar tidak terulang pada

masa yang akan datang”.
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

lam pembagian
baik, karena
at yang terdaftar

saat ini masih

pemberdayaan masyarakatnya yaitu masih kurangnya tingkat pastisipasi
masyakarat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
kecamatan, kurangnya musywarah bersama kecamatan dalam melakukan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, hambatan camat juga
disebabkan karena faktor kepemimpinan yang masih harus memberikan

pembinaan, pengawasan, serta melakukan evaluasi bersama kepada

masyarakatnya agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa ada
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kendala dan masalah yang ditimbulkan di berbagai pihak, baik dari
masyarakatnya maupun bagi pegawai kecamatannya.

B. Saran

masyarakatnya dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan

dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai kecamatan. Di
harapkan dalam melakukan pemberdayaan masyarakatnya tidak ada
hambatan dan bisa melakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar, jika
pemberdayaan nya berjalan dengan baik maka masyarakat juga yakin dan

bisa ikut turut serta dalam kegiatan yang lainnya.
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